PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Teuku Umar Karang Paci Telepon (0541) 273385-273848-273123
SAMARINDA

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Koordinator Administrasi Keuangan, Tim Ahli/Kelompok Pakar,
Tenaga Ahli dan Staf Set DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Dan : Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 165/11.1- /Set. DPRD {

Tanggal : 29 November 2021 |
- Perihal : Penugasan Scbagai Koordinator Administrasi Keuangan, Tim :

Ahli/Kelompok Pakar, Tenaga Ahli dan Staf Sekretariat DPRD
Provinsi Kalimantan Timur pada Pelaksanaan K?Mlﬂ

e

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846,

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234); |

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembatann Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679},

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Terub Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi,
Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197},

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6322);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter: Dalam Negen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daecrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Keputusan Menten Keschatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/382/2020 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan
Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
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Q. Instruksi Mentenn Dalam Negen Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Pemberiakuan Pembatasan Kegiatan Masvarakat Level 3, Level 2, dan
Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease
2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 di Wilgvah Sumatera, Nusa Tenggara,
Kahimantan, Sulawes:, Maluku, dan Papua;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomer 13 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, dan Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tumur Nomor 37};

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2017
mmaﬂﬁkeummmmmm&ﬁmmmwm“z:
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Daerah Provinsi Kalimantan . Timur Tahun 2017 Nomor 3, dan
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
Nomor 76},

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020
Timur Tahun Anggaran 2021 {Lembaran Daerah Provinsi Kahimantan
Timur Tahun 2020 Nomor 4);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Susunan Organisasi, Tugas, Pungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 14}

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomeor 48 Tahun 2020 tentang
Upava Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
{Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Kahmantan Timur Tahun 2020
Nomor 49}; S |

15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan. Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 04},

16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Lampiran Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provins: Kalimantan Timur Nomor 5
Tahun 202! tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan
Timur Kepada Masyarakat Tahun 2021

I. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Sosialisasi
Peraturan Dacrah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dalam penyebariuasan produk hukum dacrah kepada
masyarakat di Kabupaten/Kota se Kalmmantan Tumur, maka dengan ini
menugaskan Koordinator Administrasi Keuangan, Tim Ahli/Kelompok
Pakar, Tenaga Ahli dan Staf Sekretanat pada Pelaksanasan Kegiatan
Sosialisasi Peraturan Daerah pada tangga! 3 sampai dengan S Desember |
2021 {(adapun nama-nama yang ditugaskan sebagaimana daftar terlampir};

ﬂlﬁelumdenpn poin 1l d&m:dgyun tugas-tugas dan Koordinator
Administrasi Keuangan dan Tim Ahli/Kelompok Pakar Sekretariat pada
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yaitu:




y

1. Koordinator Administrasi Kcuangan Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Daerah bertugas :

a. Menerima dana kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan
Bendahara pengeluaran Sckretaniat DPRD Provinsi  Kalimantan
Timur, | S

b. Memonitor segala bentuk pengeluaran dana kegatan Sosialisas
Peraturan Daerah; | iR,

¢. Menyampaikan laporan pengeluaran dana kegatan Sosialisasi
Peraturan Dacrah kepada Bendahara Pengeluaran,

E.ﬁmﬁhhnmﬂcbmpokhhr&nhtm&hﬁs:mum:pndn

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah bertugas J

a. Menyiapkan proposal kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerak
Anggota DPRD;

b. mmmmmmm;mmwmm
akan disosialisasikan oleh Anggota DPRD; :

c. Melakukan koordinasi antara staf administrasi anggota, koordinator

d. Membuat hasil laporan materi muatan/kajian Peraturan Daerah
yang disosialisasikan Anggota DPRD;

3. sw&mwmmsmmmm.ws:ﬁ fons
a. Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi
Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi

b. mmmwmmnmmmh.
¢. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan

m;xmmm,rmmmww;mwm
ketentuan peraturan perundang-undangan yang hcrhlm dan
bertanggungjawab secara teknis kepada Anggota DPRD per masing-masing
Wilayah dan secara administratf kepada Seckretaris DPRD Provinsi
Kalimantan Timur. -

V. smhﬁmmmmm&mmmmmdmm
pada APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui
Sekretariat DPRD Provins: Kalimantan Timur.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mesunya dan penuh rasa
tanggung jawab.
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